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ABSTRAK

Pajak merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, vital untuk membiayai pembangunan
dan fasilitas publik, sehingga kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sangat
esensial. Dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan, Indonesia akan menerapkan Core
Tax Administration System (CTAS) mulai Januari 2025 untuk meningkatkan efisiensi dan
transparansi. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti gangguan sistem, respons
server lambat, kesulitan akses, dan minimnya sosialisasi serta pengetahuan wajib pajak, yang
tercermin dari rendahnya realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Tabanan pada tahun 2024.
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh implementasi Core Tax, sosialisasi, dan
pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan pada tahun
2025, dengan menggunakan kerangka Theory of Planned Behavior, Teori Atribusi, dan Theory
Slippery Slope Framework. Pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal digunakan,
dengan data dikumpulkan pada tahun 2025 dari 100 sampel wajib pajak orang pribadi dan badan
melalui kuesioner, lalu dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa implementasi Core Tax memiliki pengaruh positif yang sangat
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun sosialisasi implementasi Core Tax
menunjukkan pengaruh positif, dampaknya tidak signifikan secara statistik. Sebaliknya,
pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,
menegaskan peran fundamental pemahaman mendalam tentang sistem pajak. Diharapkan hasil
ini memberikan bukti empiris dan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan serta
penelitian selanjutnya.
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IMPLEMENTATION OF CORE TAX ON TAXPAYER COMPLIANCE
AT THE PRATAMA TABANAN TAX OFFICE

I Nyoman Alan Suastawa Putra
2115654084
(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Taxation is the backbone of Indonesia’s economy, vital for financing development and public
facilities, making taxpayer awareness in fulfilling obligations essential for national progress.
In an effort to modernize tax administration, Indonesia will implement the Core Tax
Administration System (CTAS) starting January 2025 to enhance efficiency and transparency.
However, its implementation faces challenges like system disruptions, slow server responses,
access difficulties, and minimal socialization and taxpayer knowledge, reflected in the low tax
revenue realization at KPP Pratama Tabanan in 2024. This research aims to analyze the
influence of Core Tax implementation, its socialization, and tax knowledge on taxpayer
compliance at KPP Pratama Tabanan in 2025, utilizing the Theory of Planned Behavior,
Attribution Theory, and the Slippery Slope Framework. A quantitative approach with a causal
associative method is employed, with data collected in 2025 from 100 individual and corporate
taxpayer samples via questionnaires, then analyzed using Structural Equation Modeling
(SEM). Research findings indicate that Core Tax implementation has a very significant positive
influence on taxpayer compliance. While the socialization of Core Tax implementation shows
a positive influence, its impact is not statistically significant. Conversely, tax knowledge
significantly influences taxpayer compliance, underscoring the fundamental role of deep
understanding of the tax system. These results are expected to provide strong.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi penunjang perekonomian Indonesia, sumber penghasilan
negara serta menjadi kunci utama sebagai anggaran falisitas negara
(Kartikasari et al., 2022; Vivianda & Indriani, 2021). Kesadaran masyarakat
membayar pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan perekonomian
negara Indonesia. Perekonomian di Indonesia ditentukan oleh masyarakat
Indonesia sendiri, lebih banyak masyarakat patuh akan pajak, maka semakin
pesat perekonomian di Indonesia dan begitu juga sebaliknya. Pendapatan
negara dari sektor pajak dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan
masayarakat dengan melakukan pemerataan fasilitas dan pembangunan di
seluruh wilayah Indonesia menggunakan sistem perpaajakan yang berlaku.
Sistem perpajakan di Indonesia dimulai bulan Januari 2025 menggunakan
sistem Core Tax Administration System (CTAS) sesuai dengan ketentuan PMK
81 Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada 14 Oktober 2024.

Core Tax Administration System merupakan sarana yang mempermudah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menjalankan tugas seperti pengelolaan
laporan pajak yang meliputi pendaftaran, surat pemberitahuan, pembayaran
pajak, dokumen perpajakan serta pengelolaan akun wajib pajak (Rahmi et al.,
2023). Core tax ditetapkan sebagai sistem perpajakan di Indoneisa karena
kebutuhan negara Indonesia untuk memiliki sistem perpajakan yang modern,

transparan dan efisien dalam membayar segala jenis pajak serta pelaporan surat



pemberitahuan. Sistem perpajakan terbaru negara Indonesia diharapkan bisa
membantu menaikan kepatuhan masyarakat terhadap pajak karena core tax
merupakan bentuk penyederhanaan sistem perpajakan di Indonesia, sehingga
dapat memudahkan masyarakat mebayar pajak (Arianty, 2024).

Core tax administration system menjadi sistem perpajakan utama di
Indonesia  tentunya  terdapat tantangan yang  dihadapi  pada
pengimplementasiannya antara lain seperti gangguan sistem digital, gangguan
pada server platform core tax yang mengganggu proses pembayan dan
pelaporan secara online (Joselin et al., 2024). Minimnya sosialisasi
implementasi core tax serta kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang sistem
core tax juga menjadi salah satu faktor yang dapat memperlambat
pengimplementasian core tax tersebut. Kelancaran pengimplementasian core
tax harus didukung dengan pengadaan sosialisasi implementasi core tax serta
pengetahuan wajib pajak yang memadai terhadap sistem core tax tersebut
(Darmayasa & Hardika, 2024).

Pengetahuan merupakan pemahaman seseorang tentang suatu hal yang
menurut orang tersebut suatu hal yang penting. Pengetahuan tentang
perpajakan secara garis besar berupa pengetahuan tentang peraturan pajak,
manfaat pajak bagi sebuah negara, peraturan mengenai tarif beserta sanksi
pajak yang berlaku serta kepekaan terhadap update sistem perpajakan terbaru
seperti sistem core tax administration system. Di Indonesia masih banyak

masayarakat yang hawam tentang pajak, sehingga aparat harus melakukan



sosialisasi tentang peraturan perpajakan guna untuk menambah pemahaman
masyarakat mengenai pajak (Suci et al., 2023).

Sosialiasi adalah upaya pengenalan yang dilakukan pihak berwajib untuk
menyebarkan informasi yang terbaru sehingga bisa tersebar dan terserap oleh
masyarakat maupun wajib pajak. Sosialisasi implementasi core fax adalah
gerakan Direktorat Jenderal Pajak guna memaparkan serta menjelaskan
tampilan yang ada didalam sistem core fax. Sosialisasi implementasi core tax
selain untuk memberikan pemahaman tentang core tax ke masyarakat, juga
dapat berdampak ke niat masyarakat untuk bayar pajak. Masyarakat dapat
mengetahui pendapatan negara dari pajak dimanfaatkan negara sebagai
anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan pembangunan nasional guna
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat indonesia melalui sosialisasi
(Adawiyah et al., 2023). Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berwajib
bukan semata-mata hanya ditujukan kepada masyarakat saja, namun sosialisasi
perpajakan khususnya sosialisasi implementasi core tax juga ditujukan kepada
orang pribadi maupun badan untuk menambah wawasan wajib pajak terhadap
aturan-aturan maupun sistem baru yang berlaku.

Peningkatan pendapatan negara dari pajak bergantung terhadap sikap wajib
pajak dalam hal melunasi pajak terutangnya (Hartinah et al., 2022; Markonah
& Manrejo, 2022). Orang pribadi maupun badan wajib mebantu negara dalam
meningkatkan ekonomi negara, namun pada kenyataan dilapangan wajib pajak

kurang patuh terhadap pajak secara komprehensif (Ayuni & Darmayanti,



2024). Kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan alasan
penerimaan pajak di Indonesia maksimal (Nur Hidayati & Muniroh, 2023).

Pandangan masyarakat terhadap pajak bergantung dengan lingkungan dan
tindakan disekitar wajib pajak itu sendiri (Darmayasa, 2019). Kurangnya
kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat
tentang pajak serta pemahaman sanksi yang dijatuhkan terhadap masyarakat
ketika bertindak tidak sesuai Undang-Undang perpajakan (Toniarta & Lely
Aryani Merkusiwati, 2023). Jika wajib pajak mempunyai pemahaman tentang
pajak masih kurang kompeten, dapat menyebabkan wajib pajak tidak
menegtahui kewajibannya secara baik sesuai undang-undang sehingga dapat
menyebabkan penerimaan pajak negara menjadi rendah dan melanggar
peraturan perundang-undangan perpajakan (Rusydi et al., 2023). Kurangnya
sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang pajak dapat berdampak
masyarakat tidak memahami seberapa pentingnya pajak bagi negara, sehingga
menyebabkan wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajakannya (Mahmud et
al., 2023; Oktaviani et al., 2020).

Kepatuhan merupakan tindakan seseorang yang patuh akan peraturan yang
berlaku. serta tidak lepas dari tanggungjawab. Kepatuhan dalam hal ini adalah
kepatuhan masyarakat membayar pajak terutangnya. Masyarakat dalam negeri
yang melengkapi kriteria subjektif dan objektif harus membayar pajak
penghasilan sesuai peraturan yang berlaku.

Fiskus menjelaskan bahwa SPT Tahunan pada tahun 2024 tercatat sekitar

19,78 juta SPT. Realisasi wajib pajak melaporkan SPT sebanyak 14,05 juta,



dapat disimpulkan bahwa hanya 71,03% tingkat kepatuhannya. Kanwil DJP
Bali pada tahun pajak 2024 mempunyai tugas untuk mengumpulkan
penerimaan pajak di Bali sebesar Rp 17,99 Triliun, Kanwil DJP Bali sampai
tanggal 28 Mei 2025 mendapatkan penerimaan pajak sebesar Rp 5,13 Triliun
atau sekitar 28,54% dari target yang diberikan. Fenomena ini menggambarkan
di Indonesia khususnya di Bali kepatuhan dalam membayar pajak masih
kurang (Lestari et al., 2022). Berikut dijabarkan data realisasi penerimaan pajak
per unit di Kanwil DJP Bali pada tahun pajak 2024 dapat dilihat pada tabel 1.1
berikut:
Tabel 1. 1

Realisasi Penerimaan Pajak Per Unit Kanwil DJP Bali
Tahun Pajak 2024 (Milliar Rupiah)

KPP Pratama Target Realisasi Capaian
KPP Pratama Tabanan 751,52 133,58 17,77%
KPP Pratama Denpasar Timur 1.545,82 395,38 25,58%
KPP Madya Denpasar 8.579,94 2.754,74 32,11%
KPP Pratama Badung Selatan 1.805,61 522,84 28.,96%
KPP Pratama Badung Utara 1.943,49 516,36 26,57%
KPP Pratama Gianyar 1.482,92 353,03 23.81%
KPP Pratama Singaraja 507,39 106,47 20,98%
KPP Pratama Denpasar Barat 1.372,53 351,10 25,58%

Sumber ; KPP Pratama Tabanan dan Kanwil DJP Bali, 2024

Pada tabel 1.1 dapat menjelaskan rasio ketaatan wajib pajak di KPP Pratama
Tabanan tergolong masih belum taat. KPP Pratama Tabanan menjadi salah satu
tingkat realisasi penerimaan pajak yang masih dibawah apabila dibandingkan
terhadap KPP Pratama di Bali lainnya. Target penerimaan pajak KPP Pratama
Tabanan tahun 2024 sejumlah Rp751.52 miliar, yang terealisasi sebesar
Rp133,58 miliar di tahun 2024 dengan persentase realisasi sebesar 17.77%,
apabila dibandingkan dengan target penerimaan di KPP Pratama Badung

Selatan tahun 2023 sebesar Rp1.805.61 triliun dan yang terealisasi sebesar



Rp522,84 milliar dengan persentase realisasi sebesar 28,96% dan KPP Madya
Denpasar dengan target penerimaan sebesar Rp8.579.94 triliun dan terealisasi
sebesar Rp2.754,74 triliun dengan persentase realisasi sebesar 32.11%.
Persentase realisasi pendapatan pajak KPP Pratama Badung selatan dan KPP
Madya Denpasar dapat menjadi pembanding kepatuhan di KPP Pratama
Tabanan kurang patuh.

Tabel 1. 2

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan
di KPP Pratama Tabanan Tahun 2020-2024

WP 2020 2021 2022 2023 2024
Badan 2.012 2311 2.596 2.783 2.657
Orang Pribadi 64.078 50.936 49.717 50.552 48.838

Sumber : KPP Pratama Tabanan tahun 2024

Tabel 1.2 menggambarkan data tahun ke tahun dari 2020 hingga 2024,
terdapat permasalahan yang cukup jelas dalam hal kepatuhan wajib pajak,
khususnya wajib pajak orang pribadi, pada tahun 2020 jumlah wajib pajak
orang pribadi yang patuh melapor SPT mencapai 64.078 wajib pajak, namun
terjadi penurunan drastis pada tahun 2021 menjadi 50.936, atau turun sekitar
20,55%. Penurunan ini merupakan indikator awal adanya permasalahan yang
bisa disebabkan oleh dampak pandemi, kurangnya pemahaman pajak, atau
kendala teknis dalam pelaporan. Penurunan ini berlanjut pada 2022 dengan
jumlah pelaporan turun menjadi 49.717 SPT, meskipun terjadi sedikit
peningkatan pada 2023 menjadi 50.552 SPT. Namun, peningkatan ini tidak
signifikan dan kembali turun pada 2024 menjadi 48.838. Kondisi ini

menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih belum stabil



dan cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, wajib pajak
badan menunjukkan data yang lebih positif. Tahun 2020 ke 2023, jumlah WP
Badan yang patuh meningkat setiap tahunnya, dari 2.012 SPT pada tahun 2020
menjadi 2.311 SPT pada tahun 2021, lalu menjadi 2.596 SPT pada tahun 2022,
dan mencapai 2.783 SPT pada 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi
penurunan menjadi 2.657 atau turun sekitar 4,52%. Meski penurunan ini tidak
sebesar penurunan pada wajib pajak orang pribadi, tetap menjadi sinyal bahwa
kepatuhan wajib pajak badan juga memerlukan perhatian agar tidak terus
menurun. Secara keseluruhan, data dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa
permasalahan utama terletak pada penurunan kepatuhan wajib pajak orang
pribadi dan badan dari tahun 2020 sampai 2024. Orang pribadi maupun badan
yang ada di KPP Pratama Tabanan dapat dilihat pada tabel 1.3 :
Tabel 1. 3

Jumlah Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dan Badan yang
Terdaftar di KPP Pratama Tabanan Tahun 2020-2024

Jenis WP 2020 2021 2022 2023 2024
Badan 4.981 5.611 6.424 7.290 8.330
opP 201.747 207.703 217.009 227.778 255.204

Sumber : KPP Pratama Tabanan Tahun 2024

Tabel 1.3 diatas menggambarkan jumlah WP orang pribadi dan badan
mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2020 WP badan yang terdaftar
sejumlah 4.981 dan WP orang pribadi sejumlah 201.747, pada tahun 2021 WP
badan sejumlah 5.611 dan WP orang pribadi sejumlah 207.703, tahun 2022 WP
badan sejumlah 6.424 sedangkan WP orang pribadi sejumlah 217.009, tahun

2023 WP badan sejumlah 7.290, WP orang pribadi sejumlah 227,778 dan pada



tahun 2024 WP badan sebanyak 8.330 dan WP orang pribadi sebanyak
255.204. Wajib pajak badan maupun orang pribadi pada tahun 2025 semua
telah memiliki atau terdaftar pada sistem core tax guna untuk melaksanakan
kewajiban perpajakannya pada tahun 2025.

Menurut teori planned behavior memahami sikap dan prilaku seseorang
dapat diamati dari faktor yang memengaruhinya. Faktor yang memengaruhi
sikap seseorang menurut teori TPB ada tiga yaitu Behavior beliefs, Normative
beliefs dan Perceived Behavioral Control. Klasifikasi teori TPB dalam
penelitian ini adalah Implementasi core fax termasuk ke perceived behavioral
control karena kontrol perilaku yang terencana mencakup apakah individu atau
entitas merasa memiliki kendali atas penerapan core tax. Jika masyarakat
merasa bisa untuk memanfaatkan sistem core fax, maka mereka mempunyai
pengetahuan yang baik. Jika ada hambatan, seperti kurangnya pemahaman
tentang cara menggunakan sistem atau kurangnya fasilitas teknis, ini bisa
mengurangi kontrol mereka atas implementasi core tax. Sosialisasi
implementasi core tax dapat diklasifikasikan ke normative beliefs karena
soialisasi core tax akan membentuk norma sosial yang mendukung atau
menentang penerapan sistem pajak tersebut. Jika masyarakat melihat bahwa
banyak orang yang mengikuti atau mendukung core tax, maka norma subyektif
mereka akan cenderung mendukung juga, di sisi lain jika sosialisasi kurang
efektif dan banyak pihak yang tidak memahami sistem ini dengan baik, norma
sosial yang terbentuk bisa mendukung penolakan atau resistensi terhadap core

tax. Pengetahuan Perpajakan diklasifikasikan ke behavior beliefs karena



pengetahuan perpajakan akan membuat sikap yang baik terhadap kewajiban
pajak, sehingga wajib pajak mengetahui tujuan membayar pajak untuk
pembangunan dan kesejahteraan bersama, begitu juga sebaliknya, kurangnya
pengetahuan dapat menyebabkan sikap negatif, seperti ketidakpedulian atau
bahkan penolakan terhadap kewajiban pajak, karena mereka merasa
kebingungan atau tidak tahu bagaimana cara melakukannya.

Prilaku seseorang dipengaruhi oleh penyebab internal dan eksternal,
menurut teori atribusi. Pengaruh eksternal adalah yang berasal dari luar
individu, sedangkan variabel internal berasal dari dalam diri. Faktor internal
dalam studi ini adalah pemahaman wajib pajak tentang pajak, termasuk aturan
dan sanksi, sementara faktor eksternal adalah sosialisasi oleh pihak berwenang
mengenai pelaksanaan Core Tax dan pelaksanaan nyata Core Tax, yang dapat
mempengaruhi niat wajib pajak untuk membayar pajak dan meningkatkan
pemahaman mereka tentang struktur pajak terbaru.

Hasil penelitian Suharti & Hidayatulloh, (2022) menjelaskan bahwa
sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak, tapi pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak. Temuan berbeda yang diperoleh penelitian Manurung et al.,
(2023) dimana dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa sosialisasi
pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan
pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dimetheo et al.,, (2023) menyebutkan bahwa implementasi core tax

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Alfirdaus &
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Anas, (2024) menyebutkan bahwa implemetasi core tax tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi empiris sebelumnya sebagian besar
berfokus pada pelayanan dan sanksi terhadap wajib pajak, namun masih sedikit
studi empiris yang berfokus di implementasi core tax dalam konteks kepatuhan
wajib pajak khususnya di Tabanan. Peristiwa ini menjukkan kesenjangan
empiris yang harus diteliti lebih lanjut untuk memahami apakah implementasi
core tax berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tabanan.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan
transformasi besar dalam sistem perpajakan dengan mengimplementasikan
Core Tax Administration System (CTAS). Core Tax ialah sistem berbasis data
yang dirancang untuk mengintegrasikan proses bisnis perpajakan secara
elektronik, mulai dari registrasi, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan
wajib pajak. Sistem ini diharapkan bisa memberikan efisiensi, akurasi, dan
transparansi dalam memproses pajak.

Implementasi Core Tax tidak berjalan tanpa tantangan. Sejumlah fenomena
muncul, seperti kebingungan wajib pajak dalam menggunakan sistem baru,
kesiapan infrastruktur teknologi yang belum merata, serta kurangnya literasi
digital bagi sebagian pegawai pajak maupun wajib pajak. Di beberapa Kantor
Pelayanan Pajak (KPP), ditemukan antrean meningkat karena proses adaptasi
terhadap sistem baru masih berlangsung lambat.

Core Tax pada kenyataan dilapangan menjadi salah satu penyebab yang
menghambat pembayaranr pajak di tahun 2025. Wajib pajak merasa kesulitan

untuk mendaftar, membayar maupun melapor pajaknya di core tax karena
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masih banyak kendala terkait pengimplementasiannya. Kendala core fax yang
paling menghambat pembayaran pajak adalah lambatnya respon sistem core
tax, kesulitan akses saat sistem digunakan dan banyak tampilan baru dalam
core tax yang belum dipahami wajib pajak hawam. Kenyataan dilapangan itu
menyebabkan peneliti berkeinginan melakukan penelitian ini guna untuk
mendapatkan hasil yang relevan terhadap pengaruh implementasi core tax

terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tabanan.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh implementasi core tax terhadap kepatuhan wajib
pajak di Kabupaten Tabanan tahun 2025?

2. Bagaimanakah pengaruh sosialisasi implementasi core tax terhadap
kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tabanan tahun 2025?

3. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan masyarakat tentang pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tabanan tahun 2025?

Batasan Masalah Penelian

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang terdaftar di
KPP Pratama Tabanan baik itu orang pribadi atau badan, yang telah melaporkan
kewajiban perpajakannya menggunakan sistem Core Tax Administration

System (CTAS) pada tahun 2025.
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut :

a. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh implementasi core
tax terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan pada
tahun 2025.

b. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh sosialisasi
implementasi core tax terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama
Tabanan pada tahun 2025.

c. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh pengetahuan
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan
pada tahun 2025.

2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini agar dapat memberikan manfaat kepada orang yang
memerlukan, baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut.

a. Manfaat Teoretis

Agar dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan
dibidang perpajakan yang nantinya dapat direplikasi oleh peneliti

berikutnya.
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b. Manfaat Praktis

1)

2)

3)

4)

Bagi Penulis

Memberikan bukti mengenai implementasi core tax, sosialisasi
implementasi core tax dan pengetahuan perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak.
Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian bisa menyampaikan saran ke pemerintah dalam
merencanakan kebijakan atau tindakan yang lebih efektif dalam
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya di KPP Pratama
Tabanan.
Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini berguna bagi penelitian berikutnya yang akan
melaksanakan penelitian serupa di kalangan Politeknik Negeri Bali
khususnya tentang perpajakan, sebagai gambaran perbanding
ketaatan wajib pajak dari tahun-ketahun.
Bagi Mahasiswa

Penetian ini dapat dijadikan gambaran untuk skripsi tahun
berikutnya, serta dapat dijadikan perbandingan fenomena yang

terjadi di lapangan pada tahun 2024 dan tahun 2025.



BAB YV

PENUTUP

A. Simpulan

1.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pengaruh implementasi

core tax, sosialisasi implementasi core fax, dan pengetahuan perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan, dapat disimpulkan

beberapa hal berikut :

Implementasi core tax memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan modern, terintegrasi, serta
berbasis teknologi ini mampu meningkatkan kemudahan, efisiensi, serta
transparansi dalam proses perpajakan. Dengan adanya core tax, wajib
pajak lebih terdorong dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara
tepat waktu dan sesuai aturan, baik karena peningkatan kenyamanan
maupun meningkatnya pengawasan. Temuan ini mendukung bahwa
digitalisasi sistem perpajakan merupakan langkah strategis untuk
meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

Sosialisasi implementasi core tax mempunyai pengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak, namun pengaruh tidak signifikan secara statistik.
meskipun sosialisasi memberikan kontribusi dalam membentuk
pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang
baru, tingkat pengaruhnya belum cukup kuat untuk secara nyata
meningkatkan kepatuhan. Faktor ini dapat disebabkan oleh kurangnya

intensitas, jangkauan, atau efektivitas pelaksanaan sosialisasi yang

55
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dilakukan, sehingga belum mampu menciptakan perubahan perilaku yang
signifikan di kalangan wajib pajak. Dengan demikian, diperlukan upaya
peningkatan kualitas dan strategi sosialisasi yang lebih tepat sasaran agar
implementasi core tax dapat diterima dan dijalankan secara optimal oleh
seluruh wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan secara
statistik terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat
pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, prosedur, dan kewajiban
perpajakan, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan yang baik
membantu  wajib  pajak  menghindari  kesalahan  administrasi,
meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkuat sikap positif terhadap
kepatuhan. Hasil ini menegaskan pentingnya edukasi dan penyuluhan
perpajakan yang berkelanjutan sebagai salah satu strategi efektif dalam

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

B. Implikasi

l.

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh pada penelitian pengaruh

implementasi core tax, sosialisasi implementasi core tax dan pengetahuan
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan,

implikasi dirumuskan serbagai berikut :

Variabel implementasi core tax mempengaruhi kepatuhan wajib pajak,
hasil tersebut menjelaskan sistem perpajakan yang modern, terintegrasi,

dan berbasis teknologi ini mampu meningkatkan kemudahan akses,
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efisiensi waktu, serta transparansi proses administrasi perpajakan. Wajib
pajak merasa lebih dimudahkan menjalankan kewajiban perpajakannya,
yang pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan secara sukarela.
Sosialisasi implementasi core tax menunjukkan pengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara
statistik, yang menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi masih perlu
ditingkatkan. Hal ini mengimplikasikan bahwa upaya penyampaian
informasi belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku wajib pajak
secara nyata. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih
terarah, intensif, dan adaptif terhadap kebutuhan wajib pajak. Materi
sosialisasi harus disampaikan dengan cara yang lebih mudah dipahami,
menggunakan media yang relevan, dan menjangkau berbagai segmen
masyarakat. Pendekatan edukatif yang bersifat dua arah, serta peningkatan
kolaborasi antara otoritas pajak dan berbagai pemangku kepentingan, juga
penting untuk memastikan bahwa pesan terkait core tax benar-benar
diterima dan dipahami. Dengan penguatan sosialisasi yang tepat,
diharapkan wajib pajak akan memiliki pemahaman yang lebih baik
mengenai sistem core tax, yang pada akhirnya dapat meningkatkan
kepatuhan mereka secara signifikan di masa mendatang.

Pengetahuan perpajakan yang baik terbukti memiliki peran penting dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa
semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan, prosedur,

serta manfaat perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk
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memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu,
sehingga penting bagi otoritas pajak dan pemangku kepentingan terkait
untuk terus meningkatkan program edukasi dan penyuluhan perpajakan
secara berkelanjutan. Upaya peningkatan literasi pajak ini harus dilakukan
dengan metode yang mudah dipahami dan menjangkau berbagai lapisan
masyarakat, termasuk wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha.
Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan, diharapkan kesadaran dan
sikap positif wajib pajak terhadap kepatuhan juga semakin kuat, sehingga
dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak dan keberlangsungan

sistem perpajakan yang adil dan efektif.

C. Saran
Peningkatan kepatuhan wajib pajak akan memerlukan kerja sama dan
komitmen dari baik otoritas pajak maupun wajib pajak itu sendiri.
Berdasarkan penyajian data dan kesimpulan dari penelitian ini, pada dasarnya
masih memiliki keterbatasan, maka saran yang dapat diambil sebagai
referensi untuk perbaikan terkait penelitian ini meliputi:
1. Bagi wajib pajak orang pribadi dan badan usaha
Bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha, disarankan untuk
terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan
perpajakan serta memanfaatkan sistem core tax yang telah diterapkan.
Wajib pajak juga diharapkan aktif mengikuti sosialisasi dan mencari

informasi resmi dari otoritas pajak agar dapat memenuhi kewajiban



59

perpajakan secara tepat waktu dan benar, sehingga menghindari kesalahan
administrasi dan sanksi yang tidak diinginkan.
Bagi otoritas pajak

Bagi otoritas pajak, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, perlu
meningkatkan kualitas dan efektivitas sosialisasi serta edukasi perpajakan
dengan pendekatan yang lebih interaktif dan sesuai dengan karakteristik
wajib pajak. Pengembangan sistem core tax juga harus terus dilakukan
agar semakin ramah pengguna, transparan, dan mampu menjangkau
berbagai lapisan wajib pajak, termasuk mereka yang memiliki tingkat
literasi digital yang berbeda. Selain itu, evaluasi berkala terhadap program
sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan untuk menyesuaikan strategi agar
dampaknya dapat lebih optimal.
. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi yang lebih
mendalam mengenai faktor-faktor lain yang memengaruhi kepatuhan
wajib pajak, seperti persepsi keadilan, kepercayaan pada pemerintah, dan
aspek psikologis lainnya. Penelitian juga dapat mengeksplorasi metode
sosialisasi yang lebih inovatif, termasuk penggunaan teknologi digital dan
media sosial, serta memperluas cakupan penelitian ke berbagai wilayah
dan segmen wajib pajak untuk mendapatkan gambaran yang lebih

komprehensif.
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